BUPAT] BANY
UM
PROVINS] g AWA ’I‘El\}l\gAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 3¢, TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN,.PENGANGKATAN, PENGELOLAAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

enimbang :

. bahwa Pemimpin BLU

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (7) Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, syarat pengangkatan  dan
pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum di
lingkungan Pemerintah Daerah dari tenaga professional
Non Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Kepala Daerah atas
usul Pemimpin BLU ; |

D di lingkuhgan  Pemerintah
Banyumas telah mengajukan usulan

Kabupaten

pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Pengadaan, Pengangkatan,

dalam
Bupati tentang Tata Cara
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e’

. gat

Pengelolaay,
dan
Negeri Sipj] Pada B Zmberhentian Pegawai Non Pegawal
adan Layap
an Umum Daerah;

Undang-Undang Nomo
r

Pembentukan 13 Tahun 1950 tentang

D
aerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsj g awa Tengah:

Undang-

Undang No
(Lembar & flomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

an N :
°8ara Republik Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan [,
5063); °mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-
ang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor
208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5607);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

i te
r 4502) sebagaimana
Nomo r 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

lah dubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomo

merintah Nomor 23 tahun 2005 tentang

atas Peraturan Pe
Keuangan P2
gara Republik [ndon

paran Negara Republik Indonesig

da Badan Layanan Umum

Pengelolaan esia Tahun 2012, Nomor

(Lembaran Ne
171, Tambahan Lem
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10.

11.

12.

13.

14,

ri

m 'T[‘) alam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
n .
CKnig Pengelolaan Keuangan Badan

Peraturan Bupat; Banyumas Nomor 90 Tahun 2014
tentang Tatq Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknjs Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan
Anak Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2014 Nomor 90);

Peraturan Bupatj Banyumas Nomor 91 Tahun 2014
tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit

Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat
Kabupaten Banyumas (Berita

Banyumas Tahun 2014 Nomor 91);

Daerah  Kabupaten

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2014
tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Mata Masyarakat
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2014 Nomor 92);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2014
tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2014 Nomor 93);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016
tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah
Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun

2016 Nomor 19);
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10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan M
Cnterj
tentang F’edornarl;1 'I]‘D olam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
eknj
Layanan Umum. s Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah Unit
ehatan Masyarakat Kabupaten

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun
2014 Nomor 89);

Banyumas

Peraturan Bupat Banyumas Nomor 90 Tahun 2014
tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Balaj Kesehatan Masyarakat Ibu dan
Anak Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2014 Nomor 90);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2014
tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2014 Nomor 91);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2014
tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit

Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten

Banyumas Tahun 2014 Nomor 92);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 93 Tahun 2014
elola Badan Layanan Umum Daerah Unit

tang Tata K
tenak X Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Pelaksana

i Daerah  Kabupaten
mas (Berita
Kabupaten Banyu

93);
n 2014 Nomor

hu i Banyumas Nomor 19 Tahun 2016
pati

Kelola Rumah Sakit Umum Daerah
elo
Kabupaten Banyumas Tahun

Banyumas Ta
Peraturan Bu

tentang Tata .
Banyumas (Berita Daer

7016 Nomor 19);
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palam Peraturan Bupati inj yang dimals

1
2
3.

: PE
getaPEe RATURAN BUPATy TENT
PENGANGKATAN, PENG ANG TATA
PEGAWAI Noy pp ELOLAAN

GAw
LAYANAN UMyuy DAERA Al NEGER| SIPIL PADA BADAN
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasa] |

ud dengan :
paerah adalah Kabupaten Banyumg

Bupati adalah Bupati Banyumgg.

S.

yang dijual tanpa mengutamakan mencari  keuntungan
melakukan  kegiatannya didasarkan
produktivitas.

, dan dalam

pada prinsip efisiensi dan

BLUD-RSUD Banyumas dan BLUD-RSUD Ajibarang yang selanjutnya
dissbut BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah
ditetapkan untuk melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD.

. BLUD-UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang selanjutnya

dissbut BLUD-UPT Dinkes adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan untuk
melaksanakan pola pengelolaan keuangan BLUD. | |

Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD yang selanJ.utnya dls.ebut
Pegawaj Non PNS adalah setiap sumber daya manusia profesional

' . ianiian kontr
berdasarkan hasil seleksi yang mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak

ke[ja dengan pemlmpln BLUD.

ten Banyumas.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten

. dalam waktu yang
% adalap penghasilan pokok yané dibayerien

imbangkan Upah Minimum
tetap /jangka waktu tertentu dengan mempertimbang

bup&tf:n Banyumas. ang diberikan selain gaji atas
¥ghas; ) ah pendapatan ¥
g asilan 1a1nnya adal P

3 . anakan-
aty Pekerjaan yang telah dilaks

CARA PENGADAAN )
DAN PEMBERHENTIAN
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" didikan non forma] adalap jal
, . ur ‘o

ung dapat dilaksanakan Secarg temkuendldlkan dilvar pendidikan formal
e didikan dan Pelatihap adalap, I'dan berjenjang,
i,

| « Jlitas/kompetensi Pegawa; Non PN;EIQtan alam rangka meningkatkan

ﬂcnaga Khusus adalah tenagy kese atlan

! alom jangka waktu tertenty Sesuaj dey, ayang Profeg
it pelaksanaan tugas. e kebumh

{0

ional dan dibutuhkan
an formasi dalam satu

BAB 1
RUANG LINGKyp

PNS pada Badan Layanan Umum Daerah,
() Pegawai Non PNS sebagaimang dimaksud

PNS pada:

a. BLUD-RSUD Banyumas;

b. BLUD-RSUD Ajibarang;

¢. UPT-BLUD Dinkes yang terdiri darj: Balai Kesehatan Paru Masyarakat,
Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak, Balai Kesehatan Mata
Masyarakat, Labkesmas dan Puskesmas.

BAB III

KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
() Kedudukan Pegawai Non PNS merupakan bagian dari Pegawai BLUD. |
@ Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian

darj Upaya peningkatan mutu layanan BEUD:

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 4
sﬁtiap Pegawaj N NS berkewajiban:
Y a1 Non P arakat seca
Thembeﬁkan pelayanan kepada miasy if
Juj idak diskriminatif
b 5 transparan, dan tidak dls}frl organisasi
netral dan pengaruh pa I'tai polltlk dan

ra profesional, kompeten,
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t k
.o dan taat kepadg panCaS

v il
s ; aq
¢ o pemerintah serta Menjag, an y, dang~Und
ePublik Indonesia; Dersatuan an kesa:mg "asar 1945, Negara
; u
jsuk dan mentaati ketentygy, ; An bangsa dan Negara

. Jam .
g 1 patuhi Peraturan ing ernal kerja,

: i : ang e
¢ raturas! lainnya sesugj ketentua Tlaky g lin

. n gkungan BLUD dan
mcﬂyimpan rahasia jabatap, dan ne Peratyry
8ara,

n perundang-undangan;
Bagian Ketiga
Hak

) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh Pemimpin BLUD.

dan ayat (2) ditetapkan

Pasal 6
) Pegawai Non PNS yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk
keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
9 Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara

selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan

tanggung jawab sebagai pegawai Non PNS.

Pasal 7

Setiap Pegawai Non PNS berhak atas cuti.

Pasal 8 » |
i lam Pasal 4 sampai
Pengaturan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dala

: n dalam perjanjian
.. innya dicantumka
enga.n PaSa] 7 ] ] ]: ]{e“,ajlballnya lal

ja dengan masing-masing pemimpin BLUD-
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Bag1an Keempat

Larangan

Pasal 9

egawal Non PNS dilarang :

i rus partai politi
mcﬂjad1 pengurus partai politik;

9' rnenjadi anggota organisasi terlarang;

b Y
e adi tim sukses salah satu calon kepala daerah tertentu.

Pasal 10
Pegﬂ“’ai Non PNS dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan
peﬂﬂajan kinerja.
Pasal 11
1) pegawai Non PNS yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya
dapat diberikan penghargaan.
9 Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Pemimpin BLUD.

BAB IV
FORMASI PENGADAAN PEGAWAI NON PNS
Bagian Kesatu
Formasi Pegawai Non PNS
Pasal 12
1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai Non PNS didasarkan pada kekurangan

jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam

formasi yang ditetapkan oleh Bupati.
) Jumlah dan kebutuhan Pegawai Non PNS ditetapkan dalam formasi

Pegawai Non PNS oleh Pemimpin BLUD RSUD.
3 Kepala Dinas Kesehatan perdasarkan usulan Pemimpin BLUD UPT-Dinkes

memberikan persetujuan kebutuhan formasi Pegawai Non PNS setelah

mem-verifikasi dengan formasi yang ditetapkan oleh Bupati.

4 Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Kepala BLUD-UPT Dinkes menetapkan formasi pegawai Non PNS.
Bagian Kedua
Pengadaan Pegawai Non PNS

Pasal 13

(1) Berd Kk enetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
rdasarkan p

ayat (2) dan ayat (4)
formasi dilaksanakan Pef

untuk mengisi sebagian atau seluruh kekurangan

gadaan Pegawai Non PNS.
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(cand pengadaan Pegawg;j Non pyy
Seba 3 .
qumlkan secara terbuka Melaly; . galmana dimaksud pada ayat (1)

' uman rencana pe
pengum Pengadaan Sebagaimana dj k
Jing kurang memuat : melsud pada ayat ()
p .
o mlah dan formasi yang dibutuhkan:
. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar:
. alamat dan tempat lamaran ditujukan: ,
d jadwal waktu pengadaan,

Pasal 14

pelamar calon Pegawai Non PNS harus memenuhj persyaratan sebagai berikut:

warga Negara Republik Indonesia;

. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana;

. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri
sipil, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta,

d. memiliki ijazah sesuai persyaratan;

¢. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres setempat;

[ surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika,

psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;

g pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian

pada instansi lainnya;
h, syarat lain yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD sesuai dengan formasi

yang dibutuhkan.
Pasal 15

) Pelaksanaan pengadaan Pegawai Non PNS BLUD-RSUD dengan cara seleksi

meliput; :

seleksi administrasi;

o &

tes kemarnpua_n akademik;

tes psikologi, apabila dibutuhkan;

a2 °

tes ketrampilan;

o

Wawancara;dan

tes kesehatan;

tuhan.
% test lainnya sesuai denga? kebu
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i seleksi adm1n1strasi;

b tes tertulis;

¢. tes ketrampilan apapjg dipery

4, wawancara, tkan; qap,
o geleksi sebagaimang dimaksucl
Jengan sistem pentahapan pada

ayat (1
yang (1) dan ayat (2) dilaksanakan

impin BLUD. fater] '
peml .P ' T dan Jadwalnya diatur oleh
seleksi sebagaimana dimayegy g
i ad
jengan sistem gugur. PA%8 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
Pasal 16

Pasal 17
() Dalam hal terdapat kekosongan formasi tertentu dan dibutuhkan untuk
pela)-ranan yang bersifat mendesak bagi BLUD, dengan izin Bupati
pemimpin BLUD melaksanakan pengadaan pegawai tanpa melalui
pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin
BLUD.
BAB V
PENGANGKATAN PEGAWAI NON PNS BLUD
Pasal 18
Il Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan
dipersyaratkan

Menyerahkan kelengkapan dokumen yang
perjanjian kontrak pertama kali

2
Q) Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan

dengan, T . nokat menj
e LUD dan diang ) s
(3) Pe pemimpin B da ayat (2) wajib mengikuti masa

adi pegawaj Non PNS.

8awai sebagaimana dimaksud P2

Petcobaan selama 3 (tiga) bula? un
pin

tuk dilakukan penilaian awal oleh

) PT-BLUD Dinkes.
Uasan langsungnya atau oleh pemimpin U
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wal §
pef? di dak
mana imaksud mem .
KA] ssbagal Padg ayat 2 4 €nuhj kriteria penilaj al
SBLUD‘ ) dlberhentik aian aw
p Non PNS an sebagai Pegawai Non
gawe NC yang telap 4
pe Yatakan Iul

waktu kontrak P .
6 jangk? . ©8awai Non pyg BLUD o
1 wgkd ¥ tu kontrak Pegawai paling lama 2 (dua) tahun.
0
| cnandatanganan kontrak kerja, " PNS BLUD berlaku sejak

peraturan Bupati ini.

Pasal 19
mengadaka i

N setc¥ah' gL n seleksi dan telah mengisi formasi yang dibutuhkan,

PCImum BLUD RSUD melaporkan formasi k .
— ' i kepegawaiannya kepada

Bupatt M€ an Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas

0 getelah mengadakan seleksi dan telah mengisi formasi yang dibutuhkan
pemimpin BLUD-UPT Dinkes melaporkan formasi kepegawaiannya kepada
Kepala Dinas Kesehatan.

3 Kepala Dinas Kesehatan melaporkan formasi kepegawaiannya kepada

Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 20
|) Pegawai Non PNS BLUD dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa

kontrak apabila :
bulan sebelum masa

2 mengajukan permohonan tertulis 3 (tiga)

kontraknya berakhir kepada Pemimpin BLUD;

b. formasi jabatan masih dibutuhkan dan tersedia;
baik berdasarkan evaluasi kinerja.

¢ menunjukkan prestasi kerja yang .
n PNS BLUD-RSUD sebagaimana

IPen i i No
gangkatan kembali pegawad
oleh Pemimpin BLUD RSUD.

| limaksud pada ayat (1) ditetapkan UD Dinkes sebagaimana
Y Pengangkatan kembali pegawai Nom pPNS UPT BL in BLUD-UPT Dinkes
i i
dimakgyy g pada ayat (1) ditetapkan © p
. ina
%telah men dapat persctujuan dari Kepala D1

len Pemim
s Kesehatan.
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g,nbefikan kesempatan epad
'1; ) sidikan non formal dan pelatih
f

an,

. BAB v
EM
BINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

. dan pengawa; .
pexnbmaan ' pengawasan Pegawai Non pyg dil
malsmg.masmg.

akukan oleh Pemimpin BLUD
BAB VvII
PEMBE
RHENTIAN PEGAWA] NON PNS
Pasal 23
(1) Pegawal Non PNS diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan dalam
hal:

a. permintaan sendiri;

b. meninggal dunia;

c. fomasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil atau Calon
Pegawai Negeri Sipil, pemberhentian dilaksanakan pada saat masa
kontraknya habis;

d. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dikecualikan bagi tenaga
khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pemimpin BLUD.

menderita sakit yang tidak bisa sembuh atau cacat sehingga tidak

memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan

surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah;

[ status BLUD dicabut pberdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

WPegawai Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

g bertentangan dengan ideologi Negara,

1945 atau terlibat dalam kegiatan
atuan Republik Indonesia;

% melakukan perbuatan yan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar

i Kes
yang menentang Pemerintah dan Negara

tusan pengadilan yang
b, g; . ngan perdasarkan pu
dihukum penjara atau kuru ghukum tetap karena melakukan tindak
atan

Pidana; ah disepakati bersama pegawai Non

. tel
" Melanggar pakta integritas yang

PNS.

’ las) ha
. mpat be

‘ tidak masuk kerja selama 14 (e

ri kerja dalam setahun

tanpa keterangan;
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, ek meeeanakan keWajibap
Peﬂanjlan kerja; sebagaimana
ﬁdﬂk mentaati Peraturay, in ternay
.' o njadi PENGUIUS parta; Politiy. yang berlaky di BLUD.
awai Non PNS yang dibey ’

tercantum  dalam

hentjy

apabila masih dalam kontrak.

entian sem :
pemberh entara sebagaimang, dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

)
dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 25

() Dalam hal masa tahanan melebihi mass kontrak dan be
putusan  pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang
bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai Non
PNS.

1) Apabila Pegawai Non PNS dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti
melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan
rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai pegawai Non PNS

lum mendapatkan

sepanjang masa kontraknya belum berakhir.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 26
!} Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati

ini dibebankan pada anggaran BLUD.
4 Proges pengadaan pegawai BLUD-UPT Dinkes dibiayai oleh masing-masing

BLUD -UPT Dinkes.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27
Pegawai Non PNS tidak menuntut untuk menjadi CPNS dan tidak dijamin

Mg CPNS,
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KETENTY A PERALIA

. Paga)
6gawa_1 Non PNS yang telah 28

i peratiran Bupati inj my|g; ber]
» qajiban sesuai dengan ketenty,
awai Non PNS BLUD yqp, _

0 Pefa uren Bupati ini myp gbetel diangkat berdasarkan seleksi b
pe beom rlaky melakgap, eksi sebelum
pabis Masé Kontraknya dap dapat 4 akan tugas sampai dengan

ian :
gnerja dan kebutuhan BLyp RSUD, . gkat kembalj berdasarkan evaluasi

) pegawai Non PNS UPT-BLyD Dinkes yap,

jengan masing-masing Pimpinan UPT.

an
Peraturan Bupati ini.

8 telah melakykan perjanjian kerja
BLUD Dinkes tetap melaksanakan

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
wraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
\gr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
hpai ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

fanyumas. -

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 17 JUN 2015
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